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PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI 
 

                                           NOMOR  02 TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2001 
TENTANG PELAYANAN DAN RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BEKASI, 

 
Menimbang : a.  bahwa dengan telah ditetapkannya  Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2008 tentang 
Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 
tentang Pelayanan dan Retribusi Bidang Ketenagakerjaan, maka 
dipandang perlu adanya pencabutan terhadap Peraturan Daerah 
dimaksud; 

 
b. bahwa  berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Sistematika Teknik 
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan angka 132,  
pencabutan Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama 
atau lebih tinggi; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas, 

maka pencabutan   Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 
2001 tentang Pelayanan dan Retribusi Bidang Ketenagakerjaan 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3663); 

 
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685); 

 
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3458); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4009); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pedoman 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4139); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2003 Nomor 1 Seri A); 

 
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang 

Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 5 Seri D); 

 
Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 202 

Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Bekasi 
Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelayanan dan Retribusi Bidang 
Ketenagakerjaan; 

  2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Bekasi Nomor 11/174.1/DPRD/2009 tentang Persetujuan 2 (dua) 
buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah 
Kota Bekasi. 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI 
dan 

WALIKOTA BEKASI 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PELAYANAN DAN 
RETRIBUSI BIDANG KETENAGAKERJAAN. 
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Pasal 1 
 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang  Pelayanan dan Retribusi Bidang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri B) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi. 
 
 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 02 Juli 2009 

 
 

WALIKOTA BEKASI 
 
 

 Ttd/Cap 
 
 

H. MOCHTAR MOHAMAD 
 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 02 Juli 2009 
 

    SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI 
 
                           Ttd/Cap 
 
 
            TJANDRA UTAMA EFFENDI 
                   Pembina Utama Madya  
          NIP. 19520902 197707 1 001 
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